
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa ka1i terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Strategis 

Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala 

Daerah setelah RPJMD ditetapkan; 

b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan 

Daerah Kabupaten Manggarai Baral Nomor 3 Tahun 2025 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Mene-ngah 

Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025-2029, 

maka Rencana Strategis Perangkat Daerah perlu 

ditetapkan dengan Peraturan Bupati; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang ~-Rencana Strategis Perangkat 
Daerah Tahun 2025-2029; f' 

BUPATI MANGGARAI BARAT, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

TAHUN 2025-2029 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT 

NOMOR §;_ TAHUN 2025 

BUPATIMANGGARAIBARAT 

PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR 

Menimbang: 

j SALINAN 



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata 
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah (Berit) Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1312); 

" 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang­ 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4817); 

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi 
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4271); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

Mengingat: 



PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS 

PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 ! 
MEMUTUSKAN: 

Instruksi Menteri DaJam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dan 

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1447); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 6 

Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai 

Barat Nomor 255); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 3 

Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 

2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai 

Barat Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 259); 

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 

Tahun 2025 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 

tentang Hasil Verifikasi, VaJidasi dan Inventarisasi 

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

Menetapkan 

Memperhatikan 



BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabu paten Manggarai Barat. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. 

3. Bupati dan Wakil Bupati adalah Bupati dan Wakil Bupati Manggarai 

Barat. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat. 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD 

dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Daerah. 

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 

disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 

(lima) tahun. 

7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra 

Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Derah untuk 

periode 5 (lima) tahun. 

8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD 

adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja 

Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 

periode 1 (satu) tahun. 
10. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian 

kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk 
menggambarkan kebermanfaatan PD berdasarkan Norma, Standar, 
Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat 
dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD. 

11. Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran 
yang diharapkan dari suatu Kegiatan. 

12. Hasil (outcome) adalah kondisi yang diharapkan dari berfungsinya satu 
output/keluaran. 

13. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang 
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program 
dan kebijakan. 

14. Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rencana 
tindakan yang komperhensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan 
dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus./ 



3. 

1. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen 
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 tahun. 

2. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) mendasarkan pada RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 
2025-2029, Renstra Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan 
Renstra Kementerian/ Lembaga terkait. 
Daftar Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dalam mencapai kinerja 
Perangkat Daerah dimulai dari Tahun 2025 hingga Tahun 2030. Tahun J 

BAB II 
KEDUDUKAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

Pasal 2 

lokus, dan penentuan program/ kegiatan/ subkegiatan dalam 
menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/ sasaran 

Renstra PD. 
15. Arah Kebujakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah 

rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan 
tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan 
strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. 

16. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi I (satu) atau lebih 
kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau 
masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
mencapai sasaran dari tujuan pembangunan Daerah. 

17. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktifitas Pembangunan 
yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran 
( output) dalam rangka mencapai hasil ( outcome) suatu program. 

18. Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan 
antara realita/ capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang 
seharusnya tersedia. 

19. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan 
dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena 
dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun 
tidak langsung secara signifikan di masa datang. 

20. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kerja 
program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah direncanakan. 

21. Kinerja adalah Keluaran/Hasil dan Program/ Kegiatan yang akan atau 
telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas 
dan kualitas yang terukur. 



(2) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025-2029 
terdiri atas Renstra: 
a. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; 
b. Dinas Kesehatan; 
c. Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi; 
d. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan 

Permukiman; 
e. Satuan Polisi Pamong Praja; 
f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 
g. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak; 
h. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM; 
i. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan; 
J. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan; 
k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 
1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 
m. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 
n. Dinas Perhubungan; 
o. Dinas Komunikasi dan lnformatika; 
p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 
q. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; 
r. Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan; t 

c. Bab III 
d. Bab IV 

Pendahuluan; 
Gambaran pelayanan, permasalahan, dan isu strategis b. Bab II 

kinerja 

Perangkat Daerah; 
Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan; 
Program, kegiatan, subkegiatan, dan 
penyelenggaraan bidang urusan; 
Penutup. e. Bab V 

(1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika 
sebagai berikut: 
a. Bab I 

SISTEMATIKA RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 
Pasal 3 

BAB III 

2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan Perencanaan 
Perangkat Daerah sebagai pijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah 
Tahun 2030. 



(3) Isian beserta uraian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 2029 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(4) Sebagai tanda pengesahan Dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 

2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati mendelegasikan 

kepada masing-masing Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Surat 

Keputusan Kepala Perangkat Daerah serta menandatangani Dokumen 

Renstra sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati iniA 

s. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; 

t. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; 

u. Dinas Perdagangan dan Perindustrian; 

v. Sekretariat Daerah; 

w. Sekretariat DPRD; 
x. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 

y. Badan Keuangan dan Aset Daerah; 

z. Badan Pendapatan Daerah 

aa. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Daerah; 
bb. Badan Riset dan Inovasi Daerah; 

cc. Inspektorat; 

dd. Kecamatan Komodo; 

ee. Kecamatan Boleng; 

ff. Kecamatan M beliling; 

gg. Kecamatan Sano Nggoang; 

hh. Kecamatan Lembor; 

11. Kecamatan Welak; 

jj. Kecamatan Lembor Selatan; 

kk. Kecamatan Kuwus; 

11. Kecamatan Macang Pacar; 

mm. Kecamatan Ndoso; 

nn. Kecamatan Kuwus Barat; 

oo. Kecamatan Pacar; dan 

pp. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. 



FRANSISKUS SALES SODO 

BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2025 NOMOR >2. 

TTD 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT, 

Diundangkan di Labuan Bajo 
pada tanggal '':, ()(.~(ml:,Q.r 2025 

EDISTASIUS ENDI 

TTD 

Ditetapkan di Labuan Bajo 
Pada tanggal ,, Cucmtier 2025 

BUPATI MANGGARAI BARAT, 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetabuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manggarai 
Barat. fe 

BABV 

KETENTUAN PENUTUP. 

Pasal 5 

Untuk menjaga kesinambungan dan keberlanjutan proses pembangunan serta 
memastikan target capaian kinerja daerah, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten 
Manggarai Barat melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra 
Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

BAB IV 

PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

Pasal 4 


